
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PROYEK OPERASI 

NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KABUPATEN BANTUL 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

SKRIPSI 

 

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH 

GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM 

 

 

OLEH: 

RESTIKAYUNI RACHMAWATI 

10340188 

 

 

 

PEMBIMBING:  

1. ISWANTORO, S.H., M.H. 

2. Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., S.H., M.Ag., M.Hum. 

 

 

 

 

ILMU HUKUM 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2015 



i 
 

ABSTRAK 

 

Luas wilayah Kabupaten Bantul yang mencapai 506, 85 Km
2
 dengan total 

bidang tanah mencapai 566.541bidang tanah. Dari jumlah tersebut berbagai 

program pendaftaran tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bantul 

melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul telah dilaksanakan dalam rangka 

memberikan kepastian hukum terhadap bidang tanah yang ada di Kabupaten 

Bantul. Salah satu program pendaftaran tanah yang sedang dilaksanakan di 

Kabupaten Bantul saat ini adalah kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria 

(PRONA). Pada tahun 2013 tercatat jumlah bidang tanah di Kabupaten Bantul 

yang sudah disertifikasi yaitu 370.531 bidang tanah dan bidang tanah yang belum 

tersertifikasi sejumlah 196.010 bidang tanah. Dari berbagai peraturan-peraturan 

yang telah ditetapkan dalam pendaftaran tanah, masih menyisakan jumlah bidang 

tanah yang belum disertifikasi yang tidak sedikit. Penelitian ini membahas tentang 

pelaksanaan kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kabupaten 

Bantul dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan serta norma-norma 

hukum yang mengaturnya. 

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan 

(field research) dengan mengklasifikasikan lokasi penelitian berdasarakan 

Stratified Sampling, yaitu dimana pengklasifikasiannya berdasarkan tinggi, 

sedang, dan rendah. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah yuridis empiris yaitu dimana menekankan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta norma-norma hukum yang relevan dengan 

permasalah dalam penelitian ini. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa secara yuridis 

pelaksanaan PRONA di Kabuapaten Bantul selama tiga tahun terakhir dari tahun 

2012-2014 sudah terlaksana dengan berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan 

Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA. Namum pelaksanaan kegiataan PRONA di 

Kabupaten Bantul tersebut belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum, 

dimana dalam penentuan kepastian obyek hak terdapat ketidaksesuaian dengan 

ketentuanPetunjuk Teknis Kegiatan PRONA tepatnya yaitu di Desa Mangunan.  
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakekatnya manusia memiliki kebutuhan primer yang terdiri dari 

sandang, pangan, dan papan. Tanah merupakan salah satu komponen yang penting 

dalam kehidupan masyarakat tersebut yaitu masuk dalam golongan papan atau 

tempat tinggal manusia itu sendiri. Selain itu tanah juga menjadi faktor 

pendukung utama dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di manapun 

tidak lain Negara Indonesia.
1
 Karena tanah tidak hanya difungsikan sebagai 

kebutuhan tempat tinggal saja, akan tetapi tanah juga digunakan oleh sebagian 

masyarakat Indonesia sebagai tempat untuk mata pencaharian seseorang karena 

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar mata pencaharian 

penduduknya adalah bertani. Selain hal tersebut, tanah juga berfungsi sebagai 

tumbuh kembang sosial masyarakat, politik, dan berkembangnya suatu budaya 

dalam suatu komunitas masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bangsa, sesuai 

dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa  

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  

 

                                                           
1
Soejono dan Abdurrahman, Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik Sewa Guna 

dan Hak Guna Bangunan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 1 
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Karena tanah merupakan salah satu perekat kesatuan negara, untuk itu tanah 

perlu dikelola dan diatur secara nasional, dan dilaksanakan dalam tingkat regional 

dan sektoral untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan 

bernegara yang didukung keberhasilan tanah dalam mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat, berkeadilan sosial, dan pemerataan hasil pembangunan. Pengertian 

tanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan permukaan 

bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.
2
 Di Indonesia tanah sering kali 

menjadi objek sengketa dan perselisihan masyarakat. Salah satu contoh kegiatan 

masyarakat yang menyebabkan konflik berkaitan dengan tanah yaitu jual beli 

tanah ataupun tanah yang dijadikan sebagai jaminan di lembaga keuangan berupa 

bank. Hingga pada akhirnya ahli waris menjadi terlibat dalam permasalahan yang 

terjadi. Sehingga banyak pihak akan saling membuktikan hak-hak terhadap tanah 

tersebut. Dengan demikian maka perlu adanya kepastian hak atas kepemilikan 

suatu tanah. Dasar hukum hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-

undang Pokok Agraria, berbunyi: 

”Atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud 

dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, 

yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-

orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta 

badan-badan hukum”. 

 

Hadirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria, atau sering disebut dengan Undang-undang Pokok Agraria 

(UUPA) merupakan dasar dalam memberikan jaminan hukum mengenai hak-hak 

                                                           
2
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 

(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 1390. 
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atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mendapatkan jaminan kepastian 

hukum dan kepastian hak atas tanah, maka masyarakat perlu untuk mendaftarkan 

tanah tersebut dan memperoleh sertifikat hak atas tanah. Salah satu fungsi 

sertifikat hak atas tanah adalah sebagai alat pembuktian yang kuat
3
 atas 

kepemilikan hak atas tanah. Dalam UUPA diatur bahwa hak-hak atas tanah yang 

dapat didaftarkan yaitu berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, 

Hak Pakai, serta Hak Sewa untuk bangunan yang tidak wajib untuk didaftarkan. 

Dalam perkembanganya sebagai wujud amanat dari pelaksanaan ketentuan pasal 

19 UUPA maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atas 

perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran 

tanah, dan dalam peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah tersebut 

mengatur tentang objek pendaftaran tanah yaitu berupa Hak Milik, Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf, 

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Tanggungan, dan Tanah Negara. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atas perubahan dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah tersebut mempunyai 

kedudukan yang sangat strategis dan menentukan, bukan hanya sekedar sebagai 

pelaksanaan ketentuan Pasal 19 UUPA, akan tetapi juga menjadi tulang punggung 

yang mendukung berjalanya administrasi pertanahan sebagai salah satu program 

Catur Tertib Pertanahan Dan Hukum Pertanahan Indonesia.
4
 Catur Tata Tertib 

Pertanahan sendiri terdiri dari tertib hukum pertanahan, tertib administrasi 

                                                           
3
 Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria. 

4
 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana, 2010), 

hlm. 5. 
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pertanahan, tertib penggunaan pertanahan, dan Tertib Pemeliharaan Tanah dan 

Lingkungan Hidup. 

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran 

sistematik dan pendafatran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara 

sistematik dilaksanakan atas ide Badan Pertanahan Nasional Repubik Indonesia 

yang didasarkan atas suatu rencana kerja jangka panjang dan rencana  tahunan 

yang berkesinambungan. Dalam pelaksanaanya pendafatarn tanah secara 

sistematik dilakukan di wilayah-wilayah yang ditunjuk oleh Menteri. Sedangkan 

pendaftaran tanh secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang 

berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang 

bersangkutan.
5
 Kegiatan pendaftaran tanah menghasilkan dua macam data yaitu 

data fisik dan data yuridis. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, 

dan luas bidang tanah satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan 

mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Sedangkan data  

yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan ruang 

rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban 

lain  lain yang membebaninya.
6
 Dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian 

hukum terhadap hak atas tanah dan sebagai tindak lanjut serta pelaksanaan dari 

amant Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria yang menyebutkan: 

                                                           
5
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia “Sejarah Pembentukan Undang-undang pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanaanya”, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 487 

6
 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan..., hlm. 24 
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“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran 

tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan 

yang diatur dengan Peraturan pemerintah.” 

 

Maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Penyelenggaraan 

Proyek Operasi Nasional Agraria atau yang sering disingkat dengan PRONA, 

yaitu berupa pensertifikatan tanah secara massal dan penyelesaian sengketa-

sengketa tanah yang bersifat strategis.  Program pendaftaran tanah melalui 

PRONA ini ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan 

ekonomi lemah. PRONA merupakan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang 

dilakukan secara sistematik, dimana pendaftaran untuk kepastian hak atas bidang 

tanah dilakukan secara masal dan merupakan salah satu contoh pendaftaran tanah 

yang  mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dalam pelaksanaan pendaftaran 

tanah, pemerintah tidak mampu membebaskan seluruh biaya pendaftaran tanah 

yang menjadi kewajiban pemohon pendaftaran tanah, disebabkan karena 

keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah. Penyelenggaraan program 

PRONA ini dilaksanakan di semua Kabupaten/kotamadya di seluruh Indonesia 

dan ditetapkan secara berkelompok.  Tanggung jawab PRONA diserahkan oleh 

pimpinan daerah masing-masing yang akan nantinya akan dipertanggung 

jawabkan kepada Direktur Jenderal Agraria. Pada dasarnya kegiatan dalam 

Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) terdiri dari pendaftaran hak atas tanah 

dan penyelesaian sengketa yang bersifat strategis.  
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Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang 

melaksanakan PRONA dengan memiliki luas wilayah paling sedikit setelah 

daerah Ibukota Jakarta yaitu 3.133,15 km
2
. Dan Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang telah menyelenggarakan PRONA 

disetiap Kabupaten/kotanya. Salah satu Kabupaten yang tengah melaksanakan 

kegiatan PRONA ini adalah Kabupaten Bantul yang dalam proses dan 

tanggungjwabnya dilimpahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.  

Terkait dengan  adanya Keputusan Menteri Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Kabupaten 

Bantul dengan luas wilayah yang mencapai 506, 85 Km
2
, yang terdiri dari 17 

Kecamatan dan 75 Kelurahan merupakan salah satu wilayah yang bersifat 

strategis karena dilewati jalan nasional dengan mayoritas penduduknya bermata 

pencaharian sebagai petani dengan jumlah penduduknya mencapai 930.276 jiwa.
 7

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Kantor Pertanahan 

menyebutkan bahwa pelaksanaan PRONA di Kabupaten Bantul selama tahun 

2012-2014 ada 24 Desa yang  menjadi target dari PRONA.
8
 Kabupaten Bantul 

sendiri  memiliki jumlah total bidang tanah mencapai 566.541 bidang tanah 

dengan rincian pada tahun 2013 bidang tanah tersertifikat sejumlah 370.531 

bidang tanah dan bidang tanah yang belum tersertifikat sejumlah 196.010 bidang 

                                                           
7
 http://www.bantulkab.go.id/datapokok/0501_kepadatan_penduduk_geografis.html diakses 

tanggal 10 Juli 2014 pukul 15.00 wib 

8
 Hasil Wawancara dengan Bapak Purwadi, A.Ptnh, selaku Kasubsi Pendaftaran Hak 

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, pada tanggal  01 September 2014 

http://www.bantulkab.go.id/datapokok/0501_kepadatan_penduduk_geografis.html%20diakses%20tanggal%2010%20Juli%202014
http://www.bantulkab.go.id/datapokok/0501_kepadatan_penduduk_geografis.html%20diakses%20tanggal%2010%20Juli%202014
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tanah.
9
 Dengan banyaknya jumlah bidang tanah yang belum tersertifikat tersebut 

dari beberapa program pemerintah Kabupaten Bantul yang dicanangkan sebagai 

wujud kepastian hak atas kepemilikan tanah tersebut salah satunya yaitu Proyek 

Operasi Nasional Agraria (PRONA). Untuk itu melalui penyelenggara PRONA 

Kabupaten Bantul melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sangatlah 

berperan penting dalam pelaksanaan program tersebut dan berkewajiban untuk 

menjalankan tugasnya dalam pensertifikatan tanah serta mengidentifikasi terhadap 

sengketa tanah yang bersifat strategis bagi masyarakat Kabupaten Bantul, 

terutama bagi golongan ekonomi lemah.  

Dengan adanya penyelenggaraan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) 

di Kabupaten Bantul yang memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum 

terhadap tanah-tanah serta menyelesaikan sengketa-sengketa tanah yang bersifat 

strategis kepada masyarakat Bantul dengan mengkhususkan golongan ekonomi 

lemah, seperti yang telah dikemukakan di atas. Oleh karena itu, penyusun tertarik 

untuk mengetahui dan mendalami lebih jauh tentang pelaksanaan Proyek Operasi 

Nasional Agraria (PRONA) di Kabupaten Bantul. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka penulis memilki keinginan untuk membuat penulisan hukum yang 

berjudul: “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PROYEK 

OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KABUPATEN BANTUL”. 

 

 

                                                           
9
 http://portaldaerah.bpn.go.id/profilkantor.aspx diakses tanggal 10 Juli 2014 pukul 15.45 

wib. 

http://portaldaerah.bpn.go.id/profilkantor.aspx%20diakses%20tanggal%2010
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penyusun di atas, maka 

selanjutnya penyusun mencoba merumuskan beberapa persoalan dalam bentuk 

pertanyaan, antara lain: 

1. Bagaimana pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di 

Kabupaten Bantul? 

2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Proyek Operasi 

Nasional Agraria di Kabupaten Bantul? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui secara yuridis pelaksanaan pelaksanaan Proyek 

Operasi Nasional Agraria di Kabupaten Bantul. 

b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi baik dari 

pemerintah Kabupaten Bantul yang dilimpahkan kepada Badan  

Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul maupun masyarakat. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara: 

a. Manfaat Teoretis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan 

sumbangan dalam  memperbanyak referensi ilmu di bidang hukum 

agraria, khususnya diharapkan akan menimbulkan pemahaman dan 
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pengertian bagi pembaca mengenai bagaimana pelaksanaan Proyek 

Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kabupaten Bantul. 

b. Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua orang, 

dalam pelaksanakan pendaftaran sertifikat tanah maupun penyelesaian 

sengketa dalam penyelenggaraan Proyek Operasi Nasional Agraria 

(PRONA) di Kabupaten Bantul. 

 

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam penelitian skripsi  

dengan tema judul Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Proyek Operasi 

Nasional Agraria  (PRONA) di Kabupaten Bantul, terdapat beberapa penelitian 

yang pernah dilakukan terkait dengan tema judul tersebut, antara lain: 

Skripsi yang telah ditulis oleh Sokhib Setiyono dengan judul “Pendaftaran 

Tanah secara Sporadik di Kabupaten Pati (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah)”, penelitian tersebut telah dilakukan 

pada tahun 2014. Di dalam penulisan tersebut meneliti tentang implementasi dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terkait dengan pendaftaran tanah 

secara sporadik serta kendala yang dihadapi di Kabupaten Pati.
10

 Dalam penelitian 

tersebut hanya meneliti terkait dengan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara 

Sporadik di Kabupaten Pati. 

                                                           
10

 Skripsi Sokhib Setiyono, Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Di Kabupaten Pati (Studi 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah), Yogyakarta: Fakultas 

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2014. 
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Selanjutnya yaitu Skripsi yang telah ditulis oleh Yunita Nurchasanah dengan 

judul “Pembatasan Kepemilikan Tanah dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Ditinjau dari Maqasid Asy-

Syari’ah”, penelitian tersebut dilakukan pada Tahun 2013. Di dalam penulisan 

tersebut penulis telah meneliti tentang konsep kepemilikan tanah dalam hukum 

Islam dan UUPA serta batasan kepemilikan tanah dalam UUPA yang ditinjau dari 

Maqasid Asy-Syari’ah.
11

 Penelitian tersebut hanya terkait dengan batasan 

kepemilikan tanah dari sudut pandang hukum islam dan UUPA. 

Penelitian lain yaitu Tesis yang ditulis oleh Dian Retno Wulan dengan judul 

“Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kabupaten 

Karanganyar”, penelitian telah dilakukan pada tahun 2006. Di dalam penulisan 

tersebut telah dipaparkan terkait dengan masalah yang dihadapi yaitu suatu solusi 

yang harus dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam 

menentukan kelanjutan pelaksanaan PRONA di Kabupaten Karanganyar 

tersebut.
12

 Penelitian tersebut hanya terkait dengan keberlanjutan pelaksanaan 

PRONA yang dilakukan di Kabupaten Karanganyar. Dengan menekankan pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai 

dasarnya, yang menunjukkan hanya fokus pada pelaksanaan pendaftaran tanahnya 

saja.  

                                                           
11

 Skripsi Yunita Nurchasanah, “Pembatasan Kepemilikan Tanah Dalam Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokok-pokok Agraria Ditinjau Dari Maqasid Asy-

Syari’ah”, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2013. 

12
 Tesis Dian Retno Wulan, “Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Di 

Kabupaten Karanganyar”, Semarang: Magister Konotariatan Universitas Dipenogero, 2006. 
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Penelitian selanjutnya yaitu Tesis yang ditulis oleh Edi Nuryanto dengan 

judul “Pendaftaran Tanah secara Massal Swadaya (SMS) Sebagai Upaya 

Memperoleh Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Desa Mulyodadi Kecamatan 

Bambanglipuro Kabupaten Bantul”. Tesis ini ditulis pada tahun 2006 dengan 

tujuan untuk menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah 

tersebut dalam praktek secara massal swadaya, khususnya mengenai prosedur 

dalam penerbitan sertifikatnya, peran kepala desa serta efektifitas pelaksanaan 

pendaftaran tanah secara massal swadaya dan hambatan-hambatan yang timbul 

dalam proses pendaftarannya.
13

 Penelitian tersebut hanya terbatas pada 

Pendaftaran tanah Secara Massal Swadaya (SMS) di dalam satu desa yang telah 

ditentukan yaitu Desa Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul 

dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. 

Penelitian  lain yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan judul 

penyususan skripsi ini adalah skripsi yang telah dituliskan oleh Syarie Tri 

Anggraeni yang telah melakukan penelitian skripsi berjudul “Pelaksanaan Proses 

Pendaftaran Hak Atas Tanah Untuk Kepastian Hukum Melalui Proyek Operasi 

Nasional Agraria (Studi di Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun Kota 

Malang)”. Skripsi ini telah ditulis pada tahun 2008 yang membahas tentang 

pelaksanaan pendaftaran tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria di Kota 

Malang dengan meninjau pelaksanaan hukum dengan mengkhususkan 

                                                           
13

 Tesis Edi Nuryanto, “Pendaftaran Tanah Secara Massal Swadaya (SMS) Sebagai Upaya 

Memperoleh Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Desa Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro 

Kabupaten Bantul”, Semarang: Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2006. 
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pendaftaran hak atas tanah melalui PRONA pada masyarakat di kelurahan 

Bandungrejosari, Kecamatan Sukun Kota Malang.
14

 Penelitian tersebut hanya 

sebatas pelaksanaan pendafaran tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria. 

Selanjutnya yaitu skripsi yang telah dituis oleh Satya Haprabu yang berjudul 

“Proses Pendaftaran Tanah Melalui PRONA di Desa Hargowillis Kecamatan 

Kokap Kabupaten Kulon Progo”. Dalam skripsi ini memaparkan tujuan dari 

penulisan skripsi tersebut yaitu untuk mengetahui tentang tata cara Pendaftaran 

tanah melalui PRONA yang dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 

2010, sebagai implementasi dari pasal 19 UUPA dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah di Desa Hargowillis Kecamatan 

Kokap Kabupaten Kulon Progo.
15

 Penelitian tersebut hanya sebatas pada proses 

dan tata cara pendafataran tanahnya saja melalui PRONA. 

Selanjutnya terdapat skripsi yang ditulis oleh Ananta Budhi Bakhtiar dengan 

judul “Kualitas Pelayanan Sertifikasi Tanah Melalui Program LARASITA di 

Kabupaten Karanganyar”. Skripsi ini telah ditulis pada tahun 2009 dan 

memaparkan mengenai kualitas pelayanan sertifikasi tanah dengan menggunakan 

metode deskriftif kualitatif dan melaui analisis data yang dilakukan menggunakan 

teknik purposive sampling. Penelitian tersebut lebih menekankan pada kualitas 

Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam melayani 

masyarakat untuk melakukan proses sertifikasi tanah melalui program 

                                                           
14

 Skripsi Syarie Tri Anggraeni, “Pelaksanaan Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah Untuk 

Kepastian Hukum Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Studi Di Kelurahan Bandungrejosari, 

Kecamatan Sukun Kota Malang)”, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008.  

15
 Skripsi Satya Haprabu, “Proses Pendaftaran Tanah Melalui PRONA Di Desa Hargowillis 

Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo”, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam 

Indonesia, 2010. 
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LARASITA di Kabupaten Karanganyar.
16

 Penelitian tersebut menerangkan 

sebatas kualitas pelayanan yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar melalui program LARASITA. 

Skripsi ini merupakan tindak lanjut dari beberapa telaah pustaka yang telah 

dianalisis dengan perbedaan yaitu dalam metode yang digunakan dalam 

menentukan lokasi penelitian berdasarkan Stratified Sampling yaitu dengan 

mengklasifikasikan lokasi penelitian berdasarkan tinggi, sedang, dan rendahnya 

jumlah bidang tanah yang menjadi obyek PRONA di Kabupaten Bantul. Selain 

itu, dalam skripsi yang peneliti susun, membahas tentang pelaksanaan PRONA 

secara luas, tidak hanya terbatas dengan pendaftaran tanahnya saja melainkan juga 

mengenai aturan-aturan yang digunakan oleh Kantor Pertanahan di wilayah 

Kabupaten Bantul dalam menjalankan fungsinya di bidang pendaftaran tanah 

melalui PRONA. Sebagaimana didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 189 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasi Nasional Agraria serta 

peraturan-peraturan lain yang terkait dengan PRONA yang lebih bersifat khusus 

mengatur tentang PRONA yaitu Petunjuk Teknis (JUKNIS) Kegiatan PRONA 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 perubahan atas Peraturan 

Pemerintah  Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. 

 

 

 

                                                           
16

 Skripsi Ananta Budhi Baktiar, “Kualitas Pelayanan Sertifikasi Tanah Melalui Program 

LARASITA DI Kabupaten Karanganayar”. Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Sebelas Maret, 2009. 
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E. Kerangka Teoretik 

1. Hak Menguasai Negara Atas Tanah 

Hakikat hukum bangsa Indonesia tercermin dalam UUD 1945 didalam 

penjelasan umum bagian IV yang berbunyi :“….Undang-undang Dasar hanya 

memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai 

instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara Negara untuk 

menyelenggarakan kehidupan Negara dan kesejahteraan sosial.”Dari 

rumusan tersebut, terutama dari akhir kalimat dapat ditarik kesimpulan 

bahwa undang-undang dasar atau hukum tertinggi adalah alat untuk mencari 

ketertiban (kehidupan Negara) dan untuk mencapai kesejahteraan sosial.
17

 

Negara kesejahteraan seperti yang dimaksud pada penjelasan diatas 

adalah adanya peran serta yang aktif dari pemerintah dalam kehidupan sosial 

dan kehidupan ekonomi. Salah satu penerapan prinsip tersebut adalah adanya 

peran aktif Negara dalam penguasaan atas tanah. Hal tersebut merupakan 

aplikasi dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana yang dinyatakan 

dalam pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu: “Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 

ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, 

sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.” Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 

merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik dan Hukum 

Agraria nasional yang berisi perintah kepada Negara agar bumi, air, dan 

                                                           
17

Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya, 

(Jakarta : UI-Press, 1995), hlm. 117-118. 
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kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diletakkan dalam 

penguasaan Negara itu digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya 

kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
18

Penguasaan oleh Negara atas tanah 

merupakan bentuk dari konsep Negara kesejahteraan (welfare state), dan 

bukan berarti penguasaan dalam arti kekuasaan mutlak yang tidak 

diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat. 

Menurut aturan perundang-undangan yang menyatakan “dikuasai” oleh 

Negara bukanlah berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian yang 

memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dari 

Bangsa Indonesia pada tingkatan tertinggi untuk :
19

 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan, dan pemeliharaannya. 

b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian 

dari) bumi, air dan ruang angkasa itu. 

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan 

ruang angkasa. 

Adapun kekuasaan Negara yang dimaksudkan itu mengenai semua 

bumi, air dan ruang angkasa, baik yang di haki oleh seseorang maupun yang 

tidak. Kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan 

sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak tersebut, artinya sampai seberapa 

                                                           
18

 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 

50. 
19

  Sudikno Mertokusumo, Perundang-undangan Agraria Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 

2009), hlm.160-161 
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Negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyai untuk menggunakan 

haknya, sampai disitulah kekuasaan Negara tersebut.
20

 

Sejalan dengan hal di atas, kemunculan UUPA setelah Indonesia 

merdeka merupakan wujud untuk membangun masyarakat yang adil dan 

makmur sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan 

kesejahteraan rakyat. UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) sendiri terdiri 

dari lima bagian, yaitu pertama mengenai Undang-undang tentang peraturan 

dasar pokok-pokok agraria, kedua tentang ketentuan konversi, ketiga tentang 

perubahan susunan pemerintah desa untuk menyelenggarakan perombakan 

hukum agraria menurut UUPA akan diatur tersendiri, keempat tentang hak-

hak dan wewenang Swapraja hapus dan beralih kepada Negara dan kelima 

tentang sebutan Undang-undang Pokok Agraria.  

2. Otonomi Daerah 

Dalam mekanisme pelaksanaan UUPA, pemerintah telah memberikan 

pengaturan pelaksanaan.Terkait dengan peraturan pelaksanaan tersebut tidak 

terlepas dari Negara Indonesia yang plural dan heterogen. Indonesia yang 

berdasarkan atas demokrasi ditandai dengan pelaksanaan otonomi seluas-

luasnya di berbagai daerah. Daerah menginginkan agar Pemerintah Pusat 

menyerahkan sebesar-besarnya urusan yang selama ini ditangani oleh 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang oleh Undang-undang 

ditetapkan sebagai daerah otonom.
21

 Selain itu, undang-undang No. 22 tahun 

                                                           
20

Ibid., hlm. 162-163 

21
 Suriansyah Murhaini, Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan, 

(Surabaya : LaksBang Justitia, 2009), hlm. 1. 
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1999 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan salah satu pokok pikirannya 

bahwa kotamadya/kabupaten dan kota administratif yang dibentuk 

berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1974 dan telah berkembang 

dijadikan daerah otonom yaitu daerah yang memenuhi syarat pembentukan 

daerah otonom.
22

 

Salah satu urusan yang diminta dari pusat agar diserahkan kepada 

daerah adalah urusan di bidang pertanahan. Sejak tahun 2001 ketika untuk 

pertama kali urusan di bidang pertanahan didesentralisasikan kepada daerah 

berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa 

provinsi maupun kabupaten di Indonesia telah mengambil alih urusan 

pertanahan sebagai urusan daerah, salah satunya adalah membentuk dinas 

pertanahan yang sebelumnya ditangani Pemerintah Pusat melalui Badan 

Pertanahan Nasional yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor 

Wilayah di tingkat provinsi, dan kantor pertanahan kabupaten/kota selaku 

unit dibawah kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).  

Pengambilalihan urusan di bidang pertanahan tersebut didasarkan pada 

prinsip otonomi daerah secara luas yang diatur dalam Undang-undang Nomor 

22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah adalah 

kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. 

Pembentukan dinas pertanahan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota di samping 

didasarkan pada UU Pemerintahan Daerah juga mendasarkan pada Pasal 2 
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 Winarna Surya Adisubrata, Otonomi Daerah di Era Reformasi, (Jakarta : Unit Penerbit 

dan Percetakan (UPP)), 1999), hlm. 11-12. 
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UUPA (UU No. 5 Tahun 1986) yang menyatakan bahwa masalah pertanahan 

merupakan sumber keuangan bagi daerah yang dalam pelaksanaannya dapat 

dikuasakan kepada daerah otonom. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 

kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa salah satu urusan wajib yang 

menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota meliputi pelayanan pertanahan. Ketentuan tersebut isinya 

hampir sama dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 

yang menyatakan bahwa salah satu urusan pemerintahan yang wajib 

dilaksanakan oleh daerah (kabupaten/kota) adalah bidang pertanahan. 

Berdasarkan kewenangan yang ditafsirkan dari kedua undang-undang 

tersebut maka daerah menganggap bahwa bidang pertanahan merupakan 

lahan basah bagi pengisian kas daerah (Pendapatan Asli Daerah) dengan 

membentuk dinas pertanahan untukmengurusi bidang pertanahan yang 

sebelumnya diurusi oleh pemerintah pusat.
23

  

Kemudian terdapat perubahan kedua atas  Undang-undang Nomor 32 

tahun 2004 yaitu Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang 

Pemerintahan Daerah. Dimana di dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 

2008 tentang Pemerintah Daerah berisi tentang tugas dan wewenang  serta 

kewajiban Wakil Kepala Daerah, tugas dan wewenang DPRD, pemilihan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kampanye, Penetapan Calon 

terpilih dan pelantikan, Ketenuan Pidana pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 
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 Suriansyah Murhaini, Kewenangan Pemerintah Daerah..., hlm. 1-3. 
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Kepala Daerah. Sedangkan pengaturan bidang pertanahan masih diatur dalam 

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Ditegaskan dalam pasal 13 ayat (1) huruf k dan pasal 14 ayat (1) huruf k 

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Sebagai wujud dari peraturan yang telah dibuat tersebut maka 

pembentukan PRONA merupakan tujuan dari kekuasaan negara atas tanah 

dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia, untuk itu PRONA 

dilaksanakanlah disetiap kabupaten/kotamadya masing-masing melalui 

Kantor Pertanahan daerah masing-masing yang nantinya akan 

dipertanggungjawabkan kepada Direktur Jendral Agraria. 

3. Asas Kepastian Hukum  

 Terkait dengan kepastian hukum itu sendiri dinamakan sebagai adanya 

kejelasan aturan perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga 

masyarakat termasuk koneskuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum 

dalam pengertian yang demikian dapat diciptakan baik dalam hukum 

kebiasaan maupun hukum perundang-undangan negara. Penciptaan kepastian 

hukum terutama dalam peraturan perundang-undangan memerlukan 

persyaratan yang berkenaan dengan unsur internal dari norma hukum itu 

sendiri, antara lain yaitu: 

a. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi 

mengenai perilaku yang kemudian disatukan dalam konsep tertentu 

pula. 
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b. Kejelasan hirarkhi kewenangan dari lembaga pembentukn peraturan 

perundang-undagan. 

c. Adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya 

ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak salaing bertentangan 

antar satu dengan yang lain. 
24

 

Pendaftaran tanah itu sendiri terdapat payung hukum yang mengaturnya 

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997  tentang Pendaftaran 

Tanah. Untuk dapat mencapai sistem pendaftaran yang baik, maka perlu 

adanya beberapa serangkaian kegiatan berupa menghimpun, 

menginventarisasi, dan sekaligus melakukan pengawasan lalu lintas dari 

terbitkanya sertifikat hak atas tanah. Dengan adanya sistem pendafataran 

yang baik tersebut maka salah satu tujuan pendaftaran tanah yang dimuat 

dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yaitu 

untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-

hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 

sebagai pemegang hak yang bersangkutan sampai dengan diterbitkanya 

sertifikat hak atas tanahnya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di 

                                                           
24

 Nurhasan Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan pendekatan ekonomi politik, 

(Yogyakarta: Perkumpulan untuk pembaharuan hukum berbasis masyarakat ekologis –Huma, 

2007), hlm. 232. 
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Negara Indonesia ini. Jaminan kepastian hukum sebagai tujuan dari 

pendafatran tanah, meliputi:
25

 

a. Kepastian status hak yang didaftar, artinya dengan dilakukanya 

pendafataran tanah akan dapat diketahui status hak yang didaftar 

tersebut berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak 

pakai, hak pengelolaan, hak tanggungan, hak milik atas satuan rumah 

susun atau tanah wakaf. 

b. Kepastian subjek hak, artinya bahwa dengan dilakukanya 

pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti pemegang 

haknya. 

c. Kepastian objek hak, artinya bahhwa dengan dilakukanya 

pendafataan tanah akan dapat diketahui dengan pasti letak tanah, 

batas-batas tanah, dan ukuran (luas) tanah. 

Untuk dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum 

dalam proses pendafatran tanah diberikanya data fisik berupa luas tanah, 

letak, dan batas-batas tanah tersebut, maka diberikan sertifikat sebagai tanda 

bukti hakanya kepada pemegang hak atas tanh yang bersangkutan. Namun 

sebelum diberikannya sertifikat hak atas tanah tersebut kepada pemegang hak 

maka untuk memenuhi asas publisitas dalam pendaftaran tanah maka setiap 

orang berhak mengetahui data yuridis berupa subjek hak, nama hak atas 

tanah, proses terjadinya suatu peralihan dan pembebananya yang ada di 
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 Urip Santoso,  Pendaftaran dan Peralihan ..., hlm. 19. 
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Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Termasuk dalam hal tersebut seseorang 

dapat mengajukan keberatan sebelum sertifikat diterbitkan.
26

 

4. Pendaftaran Tanah 

Pendaftaran tanah berasal dari Bahasa Belanda yaitu Cadstre 

merupakan suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman) yang 

menunjukan kepada luas, nilai, dan kepemilikan (atau lain-lain alas hak) 

terhadap suatu bidang tanah.
27

 Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan 

Pemerintah  Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, keduanya 

tidak memberikan pengertian pendaftaran tanah itu sendiri. Pengertian 

pendaftaran tanah baru dimuat setelah dibentuknya Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 tahun 1997. Pengertian pendaftaran tanah adalah rangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, 

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, 

pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, 

dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-

satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti 

haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah haknya dan hak milik atas 

satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
28
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 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 29. 

27
 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian ..., hlm. 286. 
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Pelaksanaan pendaftaran tanah itu sendiri sangat bergantung pada 

sistem yang dipergunakan. Adapun sistem-sistem pendaftaran tanah yang 

digunakan dibeberapa negara, yaitu: 

a. Sistem Torrens  

Indonesia merupakan salah satu negara yang meggunakan sistem 

Torrens. Sistem ini pertama kali diciptakan oleh Sir Robert Torrens di 

Australia Selatan. Sistem Torrens ini lebih dikenal dengan nama asli The 

Real Property Act atau Torrens Act yang mulai berlaku di Australia 

Selatan sejak 1 Juli 1858.
29

 

Hal-hal yang harus diselidiki dalam penyelenggaraan pendaftaran 

tanah dari sistem Torrens, adalah sebagai berikut: 

1) Lahan yang akan didaftarkan jelas 

2) Atas objek yang dimohonkan tidak ada sengketa kepemilikan 

3) Atas permohonannya secara meyakinkan dapat diberikan 

4) Atas bukti dari alas hak tidak ada yang berprasangka dan 

keberatan terhadap kepemilikan pemohon. 

Sistem pendaftaran yang digunakan adalah sistem pendaftaran hak 

bukan sistem pendaftaran akta, sebagaimana digunakan dalam 

penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1961.
30

 Hal tersebut tampak dengan adanya buku tanah 
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 H.S. Muh. Ikhsan Saleh dan Hamzah Halim, Politik Hukum Pertanahan Konsepsi 

Teoretik Menuju Artikulasi Empirik, (Makassar: PUKAP, 2009), hlm. 62. 
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sebagai dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang dihimpun 

dan diterbitkannya sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar, 

selama ada surat ukurnya dan dicatat dalam surat ukur tersebut. 

Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatanya pada surat ukur tersebut 

merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan serta pemegang haknya 

dan bidang tanahnya yang diuaraikan dalam surat ukur scara hukum telah 

didaftar menurut peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang pendaftaran tanah. 

Dalam sistem Torrens dikenal adanya Examiner of Title yang 

memberikan kesempatan kepada orang atau pihak yang merasa haknya 

benar/kuat dan yang terdapat dalam sertifikat hak atas tanah dan dapat 

melakukan klaim dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan.
31

 

Dalam sistem ini sertifikat tanah merupakan alat bukti yang paling 

lengkap tentang hak dan pemilik tersebut, dan sertifikat disini sangat 

berperan penting terutama untuk beban pembuktian. Oleh karenanya 

dalam pelaksanaan pendaftaran dengan sistem tersebut, pemerintah 

sebagai tugas pendaftaran tanah sangat berperan penting serta dibutuhkan 

kualitas dan kapasitas aparat yang professional dan tangguh 

untukmelakukan pekerjaanya dalam mendukung sistem pendaftaran tanah 

yang efektif dan efisien. 

 

                                                           
31

 H.S. Muh. Ikhsan Saleh dan Hamzah Halim, Politik Hukum Pertanahan..., hlm. 64. 



25 
 

b. Sistem Positif 

Sistem positif dalam pendaftaran tanah menunjukan bahwa sertifikat 

tanah yang diberikan adalah berlaku sebagai tanda bukti hak yang bersifat 

mutlak (absolut) serta sertifikat merupakan bentuk satu-satunya tanda 

bukti hak atas tanah yang dimiliki seseorang.  

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, sistem positif memiliki 

karakteristik utama yaitu bahwa pendaftaran tanah yang dilakukan 

menjamin dengan sempurna nama yang didaftarkan dalam buku tanah 

dan orang lain tidak dapat membantahnya, walaupun demikian nama 

yang ada dalam sertifikat bukan pemilik sebenarnya.
32

 Sistem ini 

memberikan kepercayaan penuh terhadap buku tanah, sehingga pejabat 

balik nama memiliki peranan sangat penting untu meyelidiki identitas 

para pihak, wewenang-wewenang serta syarat formal yang harus 

dipenuhi. Jika sistem positif ini dikaitkan dengan Pasal 19 UUPA dan 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagai peraturan 

pelsaanya, maka sistem posistif ini tidak diterapkan secara eksplisit dalam 

sistem pendaftaran Indonesia. 

c. Sistem Negatif 

Dalam sistem pendafataran tanah yang negatif menerangkan bahwa 

apa yang tercantum di dalam sertifikat tanah adalah dianggap benar 

sampai dapat dibuktikan suatu pengadilan yang sebaliknya (tidak benar) 

di muka pengadilan. Ciri khusus dari sistem pendaftaran tanah ini adalah 
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bahwa pendaftaran tanah tidaklah merupakan jaminan orang yang 

terdaftar dalam buku tanah merupakan pemegang hak atas tanah 

tersebut.
33

 

Dalam sistem negatif dikenal asas peralihan hak yaitu istilah “nemo 

plus yuris” adalah perlindungan diberikan kepada pemegang hak yang 

sebenarnya, maka dengan adanya asas ini akan selalu adanya 

kemungkinan gugatan kepada pemilik terdaftar dari orang yang merasa 

sebagai pemilik sebenarnya.
34

 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 

pada dasarnya menganut sistem pendaftaran tanah dengan menggunakan 

sistem negatif.  

Sistem pendaftaran tanah  yang terkandung didalam substansi 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria 

adalah sistem negatif yang bertendensi positif. Hal ini dapat dilihat di 

dalam substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang 

pendaftaran tanah. Sistem yang dianut oleh UUPA sebenarnya adalah 

sistem campuran anatar sistem positif dan sistem negatif.
35

 Meskipun 

pendaftaran tanah menurut Pasal 19 ayat (1) UUPA bertujuan untuk  

menjamin perlindungan dan kepastian hukum, maka sistem yang 

digunakan adalah sitem negatif yang bertendensi positif atau sistem 

campuran yang artinya bahwa masih diberikan kemungkinan  

dilakukanya perubahan dan pembatalan sertifikat, ini merupakan 
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karakteristik dari sistem negatif dan adanya peranan aktif dari petugas 

pelaksana pendaftaran tanah  dalam hal ini adalah kantor pertanahan 

untuk melakukan penelitian hak atas tanah yang didaftarkan tersebut, ini 

merupakan karakteristik dari sistem positifnya. 

5. Tinjauan Yuridis PRONA 

Dasar hukum yang digunakan dengan diadakanya Proyek Operasi 

Nasional Agraria (PRONA) adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

189 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Sebenarnya 

penyelenggaraan PRONA ini merupakan tindak lanjut dan implementasi dari 

Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria, yang menyebutkan sebagai 

berikut: 

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah” 

PRONA mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1981, dilaksanakan 

sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 

1981 Tentang Proyek Operasi Nasional Agraria, dalam rangka pelaksanaan  

catur tata tertib di bidang pertanahan, sehingga program pensertifikatan tanah 

secara massal, meruapakan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan 

pemilikan tanah sebagai tanda bukti hak yang kuat.
36

 Adapun dalam 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 Tentang Proyek 

Operasi Nasional Agraria, belum diatur mengenai ketentuan pelaksanaan 
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pelaksanaan pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa yang  bersifat 

strategis. Untuk itu terkait dengan adanya pelaksanaan pendaftaran tanah 

masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 perubahan 

atas Peraturan Pemerintah  Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran 

Tanah, sedangkan untuk penyelesaian sengketa yang dimaksud dalam 

PRONA dapat dilakukan dengan menggunakan Keputusan Kepala BPN RI 

Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan 

Penyelesaian Masalah Pertanahan sebagai dasar hukum pelaksanaan tersebut.  

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa yang 

telah disebutkan diatas dalam penyelenggaraan PRONA tidak lepas dari 

penggolongan peserta PRONA itu sendiri. Berdasarkan diktum KEDUA 

angka a  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 Tentang 

Proyek Operasi Nasional Agraria disebutkan bahwa PRONA ditujukan bagi 

segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah. Dalam 

peraturan yang mengatur PRONA tersebut tidak memberikan penjelasan 

yang konkret mengenai golongan ekonomi lemah tersebut, mulai dari 

kriteria, cirri-ciri, dan syarat-syarat hingga seseorang dapat dikatakan sebagai 

golongan ekonomi lemah.  

Namun secara umum, golongan ekonomi lemah adalah warga negara 

Indonesia asli, baik asli maupun keturunan yang karena keadaan 

perekonomian tidak mungkin untuk bisa membiayai semua pungutan biaya 

yang diperlukan untuk memperoleh sertifikat, sehingga perlu mendapat 
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perhatian dari pemerintah.
37

 Terkait dengan pengaturan biaya, bahwa semua 

biaya yang  diperlukan untuk pelaksanaan proyek ini dibebankan kepada 

anggaran belanja Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dan 

Yayasan Dana Landeform,
38

 yang diatur khusus dalam Keputusan Menteri 

Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995 

Tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian 

Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah 

Negara, Penegasan Hak Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Tanah. 

Untuk penentuan lokasi PRONA diadakan di semua 

Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia, dan ditetapkan secara 

berkelompok. Dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

Kabupaten/Kotamadya merupakan instansi Pemerintah yang bertanggung 

jawab dalam penyelenggaraan PRONA ini. Dalam penentuan lokasi PRONA 

ini harus dikaitkan dengan pelaksanaanya, pembagian kerja tetap dilakukan 

secara fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing, supaya tetap 

terjamin adanya kebenaran formal dan materiil dan/atau pelaksanaan proyek 

ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
39
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan metode 

field research. Dimana data yang diperoleh melalui wawancara dan 

pengkajian dokumen dari instansi terkait yaitu Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bantul. Data akan dikomparasikan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, khususnya Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 189 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasi Nasional Agraria dan 

Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini mengambil metode deskriptif-analitik. Penelitian 

deskriptif-analitik tertuju pada pemecahan masalah dengan fakta-fakta yang 

ada  saat ini, kemudian menganalisisnya untuk menemukan jawaban dari 

permasalahan yang ada. Maksudnya adalah penelitian yang tidak terbatas 

hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data dari Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bantul, tetapi meliputi analisis dan interpretasi 

tentang data di 3 (tiga) Desa yaitu Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Desa 

Mangunan, Kecamatan Imogiri, dan Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon 

yang semuanya berada di wilayah Kabupaten Bantul. Dilakukan penelitian 

di 3 (tiga) desa tersebut dengan masing-masing pada Kecamatan yang 

berbeda diharapkan mendapatkan beberapa masalah yang berbeda-beda, 



31 
 

dalam hal ini terhadap pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria 

(PRONA) di Kabupaten Bantul. 

3. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan metode yuridis-empiris yaitu dengan menekankan pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma hukum 

yang relevan yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 

1981 Tentang Proyek Operasi Nasional Agraria dan Petunjuk Teknis 

Kegiatan PRONA dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian 

dengan tidak lupa menggunakan pengertian empirisnya bahwa dalam 

melakukan penelitian ini tetap melihat kenyataan dan realita yang ada 

didalam kondisi sosial di masyarakat atau lapangan nantinya. 

4. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu Stratified Sampling 

adalah pengambilan sampel berdasarkan stratanya.
40

 Peneliti berpendapat 

bahwa populasi terbagi atas tingkatan-tingkatan, wilayah yang telah menjadi 

target pelaksanaan PRONA di Kabupaten Bantul. Dari hasil analisis data 

yang didapatkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul kemudian 

diambil tiga wilayah yang dijadikan sebagai sampel yaitu Desa Srigading 

mewakili wilayah yang mendapatkan PRONA paling tinggi, Desa 

Mangunan mewakili wilayah yang mendapatkan PRONA sedang, dan Desa 

                                                           

40
 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

Uneversity Press, 2005), hlm. 111. 
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Pendowoharjo mewakili wilayah yang mendapatkan PRONA paling rendah 

dari Tahun 2012-2014 di Kabupaten Bantul.
41

 

5. Sumber Data  

a. Sumber data primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Kantor 

Pertanahan Bantul dan tokoh masyarakat di 3 (tiga) Desa yaitu Desa 

Srigading, Kecamatan Sanden, Desa Mangunan, Kecamatan Imogiri, dan 

Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon yang semuanya berada di 

wilayah Kabupaten Bantul yang menjadi target PRONA yaitu melalui 

metode pengumpulan dokumen serta wawancara/interview. Data yang 

menjadi sasaran dari dinas-dinas tersebut yaitu data tentang pelaksanaan 

PRONA yang terjadi di Kabupaten Bantul. 

b. Sumber data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur dan 

bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian 

skripsi ini.Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer 

apabila membutuhkan sumber data dari literatur dan bahan hukum yang 

berlaku / Undang-undang. Sedangkan bahan hukum sendiri terdiri dari 3 

bahan hukum antara lain : 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat 

yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik 

                                                           
41

  Data Sampling diambil dari data pelaksanaan PRONA dari Kantor Pertanahan Kabupaten 

Bantul pada Tahun 2012-2014, diklasifikasikan berdasarkan Tinggi, Sedang, dan Rendah. 



33 
 

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, 

Peraturan Perundang-undangan yang masih terkait yang masih 

berlaku di Indonesia serta Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 189 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasi Nasional 

Agraria serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan PRONA. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal-jurnal, makalah-

makalah ataupun penelitian-penelitian yang yang dapat 

membantu analisis dari bahan hukum primer. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk dan informasi terhadap kata-kata yang membutuhkan 

penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedi dan beberapa artikel dari 

media internet. 

6. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Observasi 

Adapun yang dimaksud dengan observasi adalah proses 

pengambilan data yang dilaksanakan dengan cara pengamatan secara 

pengamatan sistematik terhadap objek yang perlu diteliti, artinya 

disengaja dan terencana bukan hanya kebetulan melihat secara 
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sepintas.
42

 Dalam hal ini observasi terhadap pelaksanaan Proyek Operasi 

Nasional Agraria (PRONA) di Kabupaten Bantul. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah Tanya jawab lesan antara dua orang atau lebih 

secara langsung terhadap informan.
43

 Dalam hal ini wawancara 

dilakukan di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan tokoh 

masyarakat di 3 (tiga) yaitu Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Desa 

Mangunan, Kecamatan Imogiri, dan Desa Pendowoharjo, Kecamatan 

Sewon di Kabupaten Bantul yang menjadi target PRONA. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable 

yang berupa catatan buku, arsip-arsip atau dokumen-dokumen,
44

 

khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan PRONA di 

Kabupaten Bantul. 

7. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan 

dan memberikan interpretasi untuk memperoleh jawaban dari rumusan 

permasalahan. Analisis data akan dilakukan dengan pengorganisasian data 

untuk dapat dirumuskan dalam suatu deskripsi. 

 

                                                           
42

 Winarno Surahmat, Pengantar Metodologi Ilmiah, (Bandung: CV. Tarsito, 1982), hlm. 

132. 

43
 Masri Singaribun dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Surve, (Jakarta: LP3ES, 1989), 

hlm. 192. 

44
 Ibid., hlm. 193. 



35 
 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam 

skripsi ini akan disusun kedalam lima Bab, yaitu: 

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. Hal ini perlu diuraikan karena dijadikan sebagai 

pendahuluan untuk menjelaskan gambaran umum penelitian yang penyusun teliti. 

Bab kedua merupakan teori yang menjelaskan tinjauan umum Pendaftaran 

Tanah dan Proyek Operasi Nasional Agraria. Dalam hal ini membahas mengenai 

definisi pendaftaran tanah, landasan yuridis pendaftaran tanah, tujuan pendaftaran 

tanah, asas-asas pendafataran tanah, dan sistem pendaftaran tanah. Yang 

kemudian dilanjutkan pada sub bab berikutnya membahas menegnai definisi 

PRONA, latar belakang PRONA, Landasan Yuridis PRONA, pelaksanaan 

PRONA, tahap kegiatan pelaksanaan PRONA, sasaran PRONA, obyek PRONA, 

lokasi PRONA, dan biaya PRONA. 

Bab ketiga dijelaskan mengenai Gambaran Umum Kabupaten Bantul, Profil 

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Dan Gambaran Umum Obyek Penelitian 

terkait dengan pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria.  

Bab keempat dijelaskan mengenai analisis data dan pembahasan. Berisi 

tentang pengolahan data dan analisis terhadap pelaksanaan PRONA di Kabupaten 

Bantul, Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sebagai 

penyelenggara PRONA dalam pelaksanaanya di Kabupaten Bantul, dan 
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Hambatan-hambatan yang terjadi dalm pelaksanaan PRONA di Kabupaten 

Bantul.  

Bab kelima penutup berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian 

skripsi ini sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait dengan proses 

penelitian, disertai daftar pustaka serta lampiran-lampiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penyusunan dan analisa penulis pada bab-bab sebelumnya 

terhadap analisis yuridis terhadap pelaksanaan PRONA di Kabupaten Bantul, 

maka dapat disimpulkan antara lain: 

1. Secara Yuridis pelaksanaan PRONA di Kabuapaten Bantul adalah sebagai 

berikut: 

Selama tiga tahun terakhir pelaksanaan PRONA di Kabupaten 

Bantul yaitu tahun 2012-2014 sudah terlaksana dengan berdasarkan 

peraturan yang mengaturnya yaitu Petunjuk Teknis (JUKNIS) Kegiatan 

PRONA Tahun 2008 yang digunakan untuk pelaksanaan PRONA pada 

tahun 2012 dan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA Tahun 2013 yang 

digunakan untuk pelaksanaan PRONA pada tahun 2013 dan 2014 dan 

peraturan lain yang mengatur tentang prona yaitu berdasarkan  Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.  

Walaupun demikian pelaksanaan kegiatan PRONA belum 

sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum, di mana dalam penentuan 

kepastian obyek hak terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang 

sudah mengaturnya yaitu ada 6 bidang tanah dalam penentuan obyek 

PRONA di Desa Mangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk 

Teknis Kegiatan PRONA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PRONA di 
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Kabupaten Bantul, namun kegiatan pendaftaran tanah melalui PRONA di 

Desa Mangunan masih tetap dijalankan. 

2. Kendala-kendala yang terjadi di beberapa Desa target PRONA dari tahun 

2012-2014, antara lain: 

Disetiap desa memiliki kendala yang berbeda-beda. Desa 

Pendowoharjo yang paling sedikit mendapatkan target PRONA dengan 

jumlah 75 bidang tanah memiliki kendala yang lebih ringan yaitu berupa 

kendala yang bersifat administratif dibandingkan Desa Srigading dan Desa 

Mangunan yang mendapat target lebih banyak. Di mana Desa Srigading 

ada 18 bidang tanah yang masih harus dilakukan pengukuran ulang karena 

ketidak sesuaian data dengan yang tercantum di dalam Letter C. 

Sedangkan kendala di Desa Mangunan terdapat 20 bidang tanah OO akibat 

masyarakat yang tidak paham dengan obyek yang dapat di daftarakan di 

PRONA itu sendiri harus mencari pengganti tanah dan melakukan 

pengukuran ulang. 

Upaya yang telah dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 

dalam menyelesaikannya yaitu dengan cara setiap masyarakat yang 

identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih bermasalah untuk 

dapat mengisi Surat Pernyataan Kepemilikan. Serta melakukan 

pengukuran ulang untuk bidang tanah-bidang tanah di Desa Srigading dan 

Desa Mangunan. 

 



119 
 

B. SARAN 

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 

a. Kantor Pertanahan sebagai lembaga yang bertugas dalam pelayanan 

bidang pertanahan yang telah diamanatkan dalam peraturan untuk 

membantu masyarakat yang kurang paham dengan masalah pertanahan 

yang mengalami sengketa waris yang menjadi target PRONA supaya 

dapat memperlancar proses pensertifikatan melalui PRONA ini.  

b. Perlunya Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul untuk melakukan 

sosialisasi terkait dengan tanah-tanah yang tidak diperbolehkan dalam 

PRONA kepada masyarakat di desa-desa yang telah menjadi target 

PRONA. Hal ini diharapkan agar menimbulkan kesadaran hukum bagi 

masyarakat sehingga paham dengan obyek-obyek PRONA untuk 

dilakukanya pendaftaran tanah. 

2. Pihak Desa yang menjadi target PRONA  

a. Pihak desa harusnya dapat mengikutsertakan seluruh masyarakat 

pemilik tanah dalam penyuluhan PRONA oleh Kantor Pertanahan atau 

membuat penjelasan kepada masyarakat supaya lebih paham. 

b. Perlu adanya kesadaran yang lebih untuk masyarakat tentang 

pendaftaan tanah dan mengetahui tentang pendaftaran dan 

permasalahan pendaftaran tanah supaya meminimalisir kesalahan-

kesalahan yang berhubungan dengan administrasi 
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